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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 4 TAHUN 2015 
TENTANG 

PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH 

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN 
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemutakhiran 
Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5678); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM 
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI 
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL 
WALIKOTA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
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1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut 
Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi 
dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
secara langsung dan demokratis. 

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu 
atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 
dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir. 

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga 
penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara 
pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam 
penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 
undang-undang Pemilihan. 

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, 
selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga 
penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas 
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 

5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 
Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, 
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum 
yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang 
diatur dalam undang-undang Pemilihan. 

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah 
panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk 
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain. 

7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia 
yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk 
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan 
lain. 

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat 
KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk 
menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 
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9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, 
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas 
mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan 
umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan 
penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 
undang-undang Pemilihan. 

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut 
Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum 
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di 
wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 
mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan 
tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur 
dalam undang-undang Pemilihan. 

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut 
Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu 
Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di 
wilayah kabupaten/kota. 

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas 
Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas 
Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 
Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain. 

13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah 
petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas 
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau 
sebutan lain. 

14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, 
adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama 
lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih. 

15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 
yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta 
Pemilihan. 

16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat 
dilaksanakannya pemungutan suara. 

17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) 
tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. 

18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat 
DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data 
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penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat 
pemilihan diselenggarakan. 

19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar 
Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau 
Pemilihan terakhir. 

20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih 
hasil pemutakhiran DPS. 

21. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, 
adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, 
tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari 
setelah pengumuman DPT. 

22. Daftar Pemilih Tambahan 2 selanjutnya disingkat DPTb-2 adalah 
daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan 
DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak 
pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan 
menggunakan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga Paspor 
dan/atau Identitas Lain. 

23. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar 
yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang 
menggunakan hak pilihnya di TPS lain. 

24. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui 
data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari 
Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi 
faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan 
penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota 
dengan dibantu oleh PPK dan PPS. 

25. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan 
teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu 
atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan 
dan memelihara data Pemilih. 

26. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih 
dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. 

27. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan 
instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat 
bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa/ kelurahan atau 
sebutan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan 
atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, 
meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal. 
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